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3. Uodang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana tclah diubah dengao Pcraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tenrang 
Kcbijakan l<euangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untulc Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJI>.19] 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional clan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabuo 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485); 

o. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 
Tabun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2022. 

I. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah 1'ingkat a di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah 
diubah dengan Ondang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Kornisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4250); 

Mengingal 

Mcnimbang 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 55 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALJKOTA MAKASSAR NOMOR 106 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANOOARAN 2022 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 
a. bahwa berdasarkan kctentuan de.lam Pasal 164 Pcraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengetolaan Keuangan 
Daerah, pada ayat (2) dan ayat (5) discbutkan babwa pergeseran 
anggaran antar obyck belanja dan/atau antar rincian obyek 
belanja dilakukan melalui pcrubahan Pcraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya dituangkan dalam 
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau 
ditarnpung dalam laporan realisasi anggaran; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten­ 
Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 

7. Undang-Undaog Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pcmerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagairnana tclah diubab dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcmbe.ra.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubab 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teotang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambaban Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVI[). 
1~ dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6485); 
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Memperhatikan: I. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 910/ 199/Dinsos/lTI/2022 
Tanggal 04 Maret 2022 tentang Usulan Perubahan antar Rekening 
Belanja pada DPA Dinas Sosial T.A 2022; 

18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar 
Tahun 2021 Nomor I 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2022 Nomor 31). 

17. Peraturan Daerah Kota Makassa.r Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 
Nomor8); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Peyuaunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 926); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ala$ Pcraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 t.entang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1999 Nomor 193); 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 
tentang Penjabaran 11.nggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah xota Makassar Tahun 
Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, 

PERUBAHAN 
NOMOR 106 

PENDAPATAN 

MEMUTUSKAN: 
PERATUR/\N WALIKOTA MAKASSAR TENTANG 
KET!GA ATAS PERATURAN WALIKafA MAKASSAR 
TAHUN 2021 TENTANG PENJA.BARAN ANGGARAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Menetapkan 

Nomor 
ten tang 

2. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 310/0255/Dinsos/ffi/202'2 
Tanggal 22 Maret 2022 tentang Usulan Perubahan antar Rekening 
Belanja pada OPA Dinas Sosial T .A 2022; 

3. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Nomor 
900/ 1068.A/OISKOM/IV/2022 Tanggal 4 April 2022 tentang 
Usulan Perubahan antar objek pada DPA Parsial; 

4. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor 
948/Disnaker/050/Til/2022 Tanggal 18 Maret 2022 tentang 
Usulan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2022; 

5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 2606/PA/Peren./!V /2022 
Tanggal 25 April 2022 tentang Pergeseran Anggaran/Parsial m 
DPA TA. 2022; 

6. Surat Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Nomor 800/2076/BKPSDMD/!V /2022 Tanggal 25 
April 2022 tentang Permohonan Perubahan Antar Objek/Rincian 
Objek pada DPA BKPSDMD TA 2022; 

7. Surat Kepala Sadan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah Nomor 800/ 1342/BKPSDMD/111/2022 Tanggal 
28 Maret 2022 tentang Permohonan Perubahan Antar 
Objek/Rincian Objek pada DPA BKPSDMD TA. 2022; 

8. Surat Kepala Bagian Pemberdayaan MaS}'arak.at 
900/523/BPM/IV/2022 Tanggal 19 April 2022 tentang 
Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran TA. 2022; 

9. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 
050.13/788/K/V /2022 Tanggal 9 Mei 2022 tentang Usulan ParsiaJ 
m Tahun Anggaran 2022; 

10. Surat Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar Nomor 
800/1063/PRTKL/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 tentang Usu.Ian 
Perubahan Rincian Objek pada OPA Bagian Protokol Sekretariat 
Daerah Kota Makassar; 

11. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 
400/681/Kesra/!V /2022 Tanggal 25 April 2022 
Permohonan Pergeseran Anggaran TA. 2022; 

12. Surat Dinas Pengendalian Penduduk & KB Nomor 
590/DPPKB/475/!V/2022 Tanggal 25 April 2022 tentang 
Permohonan Perubahan Rekening Belanja. 



s 

MOH. RAMDHAN POMANTO 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal, 12 Mei 2022 

SEKRETARIS ~OTA MAKASSAR, 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 55 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Oitctapkan di Makassar 
pada tanggal, 12 Mei 2022 

WAUKOTA MAKASSAR, 

Pasal Ill 

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Belanja Tidak Terduga 
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asec Daerah, merubah Belanja Operasi pada 
Badan Kepegawaian dan Pengcmbangru:> Sumber Daya Manusia, Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosialz Oinas Komunikasi dan 
Jnformatika, Oinas Ketenagakerj')"n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Sekretariat Daerah Kota Makassar. 

Pasal II 
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